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Abstrak
 

Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin maju, merek mempunyai peran yang sangat

panting, bahkan pentingnya merek ini dapat melebihi dari produk yang dihasilkan. Merek yang pada

awalnya digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan menunjukkan asal-usul

barang, pada perkembangan selanjutnya digunakan pula untuk menghindarkan terjadinya peniruarl, bahkan

dewasa ini merek telah menjadi bagian dari komoditi dagang itu sendiri. Oleh karena itu, negara-negara

yang berkepentingan terhadap merek tersebut selalu memperbaharui perundang-undangan merek di

negaranya tersebut.

 

Di Indonesia sendiri pengaturan atas merek telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah

dengan dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 2001, yang dimaksudkan antara lain selain untuk mengikuti dan

menghadapi era perdagangan global serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga

sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasianal tentang merek yang telah diratifikasi oleh

Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemakai merek, UU Merek No. 15 Tahun 2001

menganut sistem pendaftaran konstitutif, yaitu sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak

yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi_ Meskipun sistem konstitutif yang dianut cleh UU Merek

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar, tetapi UU Merek juga

memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk memohon penghapuscn dan atau membatalkan

pendaftaran merek dari daftar umum merek. Dalam prakteknya, yang menjadi alasan pembatalan suatu

merek terdaftar adalah sebagaimana disebut pada Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milk pihak lain yang sudah terdaftar terlebih

dahulu untuk barang danlatau jasa sejenis. Sedangkan untuk menilai apakah suatu merek mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tersebut adalah pengadilan.

 

Penelitian penulis membuktikan bahwa terhadap kriteria adanya persamaan pada keseluruhannya,

pengadilan cenderung berpendapat yang sama antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap perkara

sejenis. Namun, terhadap kasus-kasus yang mengandung adanya persamaan pada pokoknya, pendapat

pengadilan cenderung tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini sebenamya bertolak belakang dari latar

belakang perubahan sistem pendaftaran merek dari sistem dekiaratif menjadi konstitutif yang diatur dalam

UU Merek, yang bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum. Apalagi yang menjadi alasan

pembatalan merek tersebut adalah alasan substantif yang sebenarnya telah dilewati dalam proses

permohonan di kantor merek. Oleh karenanya, untuk merealisasikan kepastian hukum sebagaimana

dikehendaki oleh UU tersebut, petugas pendaftaran merek juga perlu untuk meningkatkan kinerja dalam

melaksanakan pendaftaran merek tersebut, sehingga terhadap merek yang jelas sama tidak dapat didaftarkan

kembali dan merek-merek yang diterima pendaftarannya adalah merek-merek yang jelas telah memenuhi
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persyaratan substantif.


